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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR Q4 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberi peluang
kepada daerah untuk melakukan penyempurnaan terhadap
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pajak Daerah;

. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di

samping untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta
masyarakat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan daerah
yang mengatur masing-masing perpajakan daerah;

. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf b, dan

menciptakan keseragaman pelaksanaan pemungutan Pajak
Daerah, perlu diatur ketentuan formal yang merupakan pedoman
untuk pemungutan pajak yang terpisah dari ketentuan material
perpajakan daerah;

. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada

huruf a, b, dan ¢, perlu ditetapkan Ketentuan Umum Pajak
Daearah dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 1983

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3962),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun: 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3984);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 41 49);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 443 7);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomopr 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4050);
Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyandraan Rehabilitasi Nama Baik Penanggng Pajak Dan
Pemeberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomeor 249,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 405 1); |
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 41 38);

Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263).




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
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Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lebong:

Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;

Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lebong;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lebong;

Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Lebong;

Peraturan Daerah adalah Peraturan yang di tetapkan Kepala Daerah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di
gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan
Daerah:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa,. organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; :
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Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yvang menurut Ketentuan
peraturan  perundang-undangan  perpajakan Daerah, diwajibkan untuk
melakukan pembavaran pajak vang terutang. termasuk pémungul atau
pemotong pajak tertentu;

Penanvpung Pajak adalah orang pribadi atau badan vang bertanggung
jawab atas pembayaran pajak. termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi  kewajiban  Wajib  Pajak  menurut  ketetuan  peraturan
perpajakan Daerah:

Masa Pajak adalah jangka pajak vang lamanya sama dengan satu bulan
takwim atau jangka waktu lain yang di tetapkan Keputusan Bupati:
Tahun Pajak adalah jangka waktu vang yang lamanya satu tahun akwim
atau jangka waktu lain. kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tabun
buku yang tidak sesuai dengan waktu takwim:

Nomor Pokok Wajib Pajak Dacrah. yang dapat disingkal NPWPD,
adalah nomor yang di berikan kepada Wajib Pajak schagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dj pergunakan scbagai tanda pengenal dirt
atau identitas Wajib Pajak dan Uvaha Wajib Pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakan Daerah;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
Jata objck. subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang,
campai dengan  kegiatan  penagihan  pajak  serta  pengawasan
penvelorannyas

Pajuk yang terutang adalah pajak yang harus di bayar pada suatu saat.
dalam Masa Pajak. dan Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak
berdasarkan Peraturan Dacrah untuk masing-masing jenis Pajak Dacrah:
Surat Pendaftaran Objek Pajak Dacrah. yang dapat di singkat SPOPD,
adalah sural vang digunakan Wajib Pajak untk mendaftarkan dirt dan
melaporkan objek pajak dan usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah:

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat di singkat SPTPD. adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan atau pembayaran pajak. objek pajak dan atau bukan objck pajak. dan
atau harta dan kewajiban, menurut Ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Dacrah:

Surat Sctoran Pajak Daerah. yang dapat di singkat 55PD. adalah surat
vang olch Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembavaran Kas
Dacrah atau Bank atau tempat pembayaran lain vang di tujukan olch
Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Dacrah, yang dapat di singkat SKPD. adalah surat
ketetapan pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok pajiak:
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Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, atau di singkat SKPDKB.
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak. jumlah kredit pajak. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak.
besarnya sanksi administrasi. dan jumlah yang masih harus di bavar:
Surat Ketetapan Dacrah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat di singkat
CKPDKBYT. adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah di tetapkan:

Surat  Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, yang dapat di singkat
SKPDLI. adalah surat Ketelapan pajak  yang menentukan  jumlah
kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah Kredit pajak lebih besar dar
nada pajak yang terutang atau tidak scharusnya terutang:

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, yang dapat di singkat SKPDN.
adalah  sural keletapan yang mencntukan jumiah pajak terutang sama
hesarnya dezan jumlah kredit pajak, atau jumiah pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak : |
Sural Tagihan Pajuk Daceah. yang dapat di singkat STPD. adalah sural
antuk melakukan tagihan pajak danfatau sanksi administrast berupa
bunga atau denda;

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
Lesalahan tulis. kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
Letentuan tertenty dalam peraturan perundang —undangan perpajakan
daerah. vang terdapat dalam Surat hetelapan Pajak Dacrah. Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Daerah Kurang
Bayar Tambahan. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar. Surat
Ketetapan Nihil, atau Sural Tagihan Pajak Daerah :

Surat  Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau Keberatan
terhadap Surat Keputusan Pajak Dacrab. Surat Ketetapan Pajuk Daerah
Kurang Bayar.Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan
Surat Kctetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Dacrah Nihil. atau terhadap pemotongan atau pemunguian oleh pihak
ketiga yane diajukan olch Wajib Pajak:

Surat Pajak adalah perintah membayar utang pajak dan biaya pcnagihan
pujak:

Banding adalah upaya Hukum yang dapat dilakukan olch Wajib Pajak
atau penangpung terhadap sural keputusan  vang dapat diajukan banding.
herdasarkan Ketentuan peraturan perundung-undangan perpajakan vang
berlakug

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atau banding
terhadap Sural Keputusan Keberatan yang di ajukan olch Wajib Pajak.

A
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S aatan adalah upaya hukum yang dapat di lakukan oleh Wajib Pajak
atau penangung pajak terhadap  pelaksanaan  penagihan pajak atau
terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan vane berlaku:
Puln::uklmn ud::l:uii;\:-;mzu pré}sux pencatatan vang dilakukan sceary teratur
UMUKk mengumpuikan data dan impormasi keuanean vane meliputi hart
i S Bl gan yang mchputi harta,
wwijthan. madal. penghastan dan biaya. serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menvusun laporan
k::uan_g‘un berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak
berakhir;
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari. mengumpulkan
dan mengolah data dan/atau Keterangan lainva.untuk meguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajukan Dacrah. dan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan per
pajakkan Dacrih:
Jurusita Pajuk adalah pelaksana tindakan penagihan pajak vang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus. pemberitahuan surat paksa. penyitaan
dan penyandaraan ;
Penvidikan tindak  pidana di  bidang  perpajakan  Dacrah  adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
( PPNS ). untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terung tindak pidana di bidang perpajakan Daerah vane
terjadi. serta menemukan tersangkanyva.

BAB I
JENIS PAJAK

Yasal 2

Pajak terdin dari
Pajak Howel:
Pajak Restoran:
Pajak iburan:

Pajak Reklame;
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S, Pajak Pencrangan Jalan;

. Pajak Pengambilan Bahan Galian Ciolongan (1

7. Pajak Parkir,

i. !
Pasal 3
|'¢r !
(D). Pemungutan Pajuk sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ditetapkan
dengan Peraturan Dacrah.
(2). Peraturan Daerah schagaimana dimaksud pada avat (1)
| 4. sekurang-Kurangnya mengatur mengenai:
1) nama. objek. subjek pajak dan Wajib Pajak:
2) dasar pengenalan pajak:
3) tariff pajak:
4) cara penghitungan pajak:
5) masa pajak:
6) saat lerutang pajak,
tidak dapat berlaku surut.
¢. Tidak bolch bertentangan dengan kepentingan umum  danfatau

ketentuan peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi.

(3). Pemungutan pajak scbagaimana dimaksud pada avat (1) tidak dapat

‘ | . .

diborongkan.
Pasal 4

(1). Selain jenis pajak schagaimana di tetapkan dalarn Pasal 2. dengan
Peraturan Dacrah dapat ditetapkan jenis pajak lainva dengan memenuhi
kriteria sehagai berikut.

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi. _

b. Ohbjck pajak terletak atau terdapat di wilavah Kabupaten Lebong.

¢. Objek dan dasar penuenaan pajak tidak bertentangan dengan

kepentingan umum.

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat atau objek pajak
< Propinsh. | |

¢, Potensinva memadai,

(. Tidak memberikan dampak ckonomi yang negatif,

‘2. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

. Menjaga kelestartan lingkungan. '

T T e e i




(2). Peratvan Dacraly sehagaimana dimaksud pada avat (1) harus terlebih
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(3).

(4).

(6}

(<)

dahulu disosialisasikan kepada masvarakat a:..hLIum ditetapkan.

o BABIII
PEMUNGUTAN
Bagian Pertama

System Pemungutan

Pasal 5
Sistem pemungutan pajak terdiri dari:

a. dibayar sendiri olch Wajib Pajak:
b. ditetapkan Bupati:

€. dipungut olch pemungut pajak.
Bupati mienctapkan jenis pajak vang di_bavar sendiri oleh Wajib Pajak

atau ditetapkan Bupati atau di pungut oleh pemungut pajak.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pelaporan

Pasal 6

Setiap Wajib Pajak. walib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanva

dengan menggunakan SPOPD ke Dinas Pendapatan Dacrah vang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib
Pajak;

SPOPD harus di ambil sendiri oleh Waijib Pajak atau Penangeung Pajak
di Dinas Pendapatan Daerah. atau tempat lain vane di tunjuk Bupati:

SPOPD harus di isi dengan benar. jelas dan 'i'mgkup dan ditandatangani
olech Wajib Pajuk atau Penanggeung Pajak. serta menvampaikannya ke
Dinas Pendapatan Dacrah:

Wajib Puajak vang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanyva
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diberikan NPWPD:

Wajib Pajak sane tdak mendaflarkan diri dan melaporkan usahanava,
dikenakan saakst administrast berupa denda vang besarnva ditetapkan
oleh Bupati:

Kepala Dinas Pendapatan Dacrah dapat menerbitkan NPWPD secara
fabatan, apabila Wapib Pajak  melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada avat (1 x;
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ata cara pendaltaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada avat
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Bagian Ketiga
Pajak Dibavar Sendiri Oleh Wajib Paiak
Paraearaf 1
SPTPRD

Pasal 7

Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri. wajib mengisi SPTPD
dengan  benar.  jelas.  lengkap  dan menandataneani serta
menyampaikannya, keldinas Pendapatan Dacrah:

Penvampaan SPTP sebagaimana dimaksud pada asat (1) dilakukan
paling lambat 20 hari setelah berakhir masa pajak:

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur. maka
penyvampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnyva:

Penvampaian SPTPD schagaimana di maksud pada ayvat (2). dilampiri
dengan keterangan atau dokumen vang ditetapkan oleh Bupat:

SPTPD diangeap tidak disumpaikan. apabila tidak ditandatangani oleh
Wajth Pajak atau Penangeung Pajak sebasaimana dimaksud pada avat
(1). dun tidak ditampiri keterangan atau dokumen scebagaimna dimaksud
pada aval (4):

Wajib Pajak wau Penanggung Pajuk harus mengambil sendiri SPTPD di
Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain sang ditunjuk oleh Bupati:

Bupati menctapkan _jenis  pajak  tertentu vang  tdak  diwajibkan
menvampaikan SPTPLD.

Pasal 8

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau
Pepangoung Pajak. dapal memiperpanjang fangka waktu penvampaan
SPTPD paling tuma 2 bulan:

Permohonan schagaimana dimaksud pada avat (1), digjukan secara
tertubis kepada Bupali ataw pejabat yang ditunjuk. selambat-lambatnya
schelumi berakhis  batas wakiu  penvampaian SPTPD  sebagaimana
dimaksud pada pasal 7 avat (2). dengan persvaratan melampirkan
permvataan tertulis meneenal besamya pajak terutane vang harus dibavar,
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Puasal 9

Wapb Pajak atau Penangeung  Pajak dengan kemauan sendir dapat
membetulkan SPTPD vang telah disampaikan. dengan menvampaikan
sural peryataan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. dalam
Jangka wakiu paling lama 2 tahun sesudah berakhimya masa pajak atau
tahun pajak. sepanjang Dinas Pendapatan Daerah belum melakukan
tindakan pemeriksaan:

Dalam hal Wajib Pajak atau Penangeung Pajuk membetulkan sendiri
SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yang mengakibatkan utang
pajak menjadi  Icbilh  besar, maka kepadanva dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% scbulan atas jumlah pajak vane
kurang dibayar, dihilung sejak samt berakhirnya penyvampaian SPTPD
sampai dengan tanggal pembayaran karcna pembetulan SPTPD.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 10

Scuap Wajib Pajak vang pajakmva dibayar sendiri. wajib menghitung,
memperhitungkan.  membavar  dan melaporkan  sendiri pajak  vang
lerutang berdasarkan Peraturan Dacrah untuk  masing-masing  Pajak
[Daeriah:

Wapb Pajak dalam memenuhi kewajiban scbagaimana dimaksud pada
avat (1), mengeunakan SPTPD.

Pasal 11

Dalam jangka waktu 5 (lima) thun setelah saat terhutang pajak. Bupati
dapat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal ; :
1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain. pajak
yvang terutang Udak atau Kurang bayar:
apabila SPTPD udak disampaikan kepada Bupati dalam jangka
waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis.
3} apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi. pajak vang
terhutang di hitung secara jabatan.
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b SKPDRBT. apabila ditemukan data baru dan/atan data vang semula
belum terungkap vang menyebabkan penambahan jumlah pajak vang
eritang. '

¢ SKPDNapabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dangan
jumlah kredit pajak ataw pajak tidak terutange dan tidak ada kredit
pajak:

lumlah Kekurangan pajak wvne terutane dalam SKPDKB scbhavaimana

dimaksud pada wvat (1) hurul a aneka 1) dan angka 2).dikenakan sanksi

administrast berupa bunga schesar 2% sebulan. dihitung dari pajak vang

Rurang atau terlumbat dibavar untuk jungka waktu paling lambat 24

hulan di hitung sejak saat terutangnya pajak:

Jumlah pajpk vane terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada avat (1) hurul” a angka 3). dikenakan sansi administrasi berupa
kenaikan  pajak  sebesar 25%  dari pokok pajak. ditambah sanksi
adminitrasi berupat bunga schesar 2% scbulan di hitung dari pajak vang
Kurane atau terfambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak:

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huref h. dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan pajak sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut:

Kenatkan pajak sehagaimana  dimaksud rada ayat (4) udak dikenakan
apabila Wajib pajuk melaporkan sendivi sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

Bagian Keempat
Pajak Ditetapkan Oleh Bupati

Pasal 12

Pajuk ditetapkan dengan menerhitkan SKPD atan dokumen lain vang di
persamakan.

Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
seharai mana dimaksud pada avat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian kelima
Pemuneut Pajak

Pasal 13

Pemuneut Pajak ditetapkan oleh Bupati.

Tatm cara pemuneutan pajak oleh Pemungut Pajak sehagaimana pada
avat (1} ditetapkan oleh Bupau.
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BAB IV |
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Wilavah pemungutan pajak adalah di wilavah Kabupaten Lebong.

(2).

BAB Y
PEMBAYARAN

Pasal 15

Pembavaran pajak sang terutang untuk pajak yang di bayar sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) huruf” a. dilaksanakan
selambat-lambatnyva 15 hari keeja setelah berakhirnya masa pajak kecual
ditctapkan lain Bupati: |

Pembavaran pajah teeutang untuk pajek vang ditetapkan oleh B
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1) hurul b. dilaksanakan
naling lama 30 hari scjak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17

* Apabila batas waktu pembavaran Jatuh pada hari libur miaka batas wakitu

sembayvaran jaluh pada hart kerja berikutnya:

Pembayaran pajak schagaimana dimaksud pada ayal (1). dilakukan pada
s Dacrah atan Bank atau tempat fain vang ditunjuk Bupati:

Apabila pembayaran pajak terutang  dilakukan setelab jatuh tempo
pembayaran schagaimana dimaksud pada avat (1), dikenakan bunga
Loterlambatan sebesar 2% scbulan ontuk jangka waktu paling lama 24
bulan.

Pasal 16

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wat (1) hurat o
membavar pajaknva dengan menggunakan S5P1D.

)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avar (1) hurul b,
membavar pajaknya dengan mengeunakan SKPD.

Siceos dapat menetapkan sarana pembavaran ki selain SSPD dan
SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),




Pasal 17

SRPDL SKPDKB. SKPDKB L. STPD. S Reputusan Pembetulan. Sura
Keputusan Keberatan. dan Putusan Banding vang memvehabkan jﬁmluh pajak
vang harus dibavar beennbah, wajib dilunast Jakam ek witktu p'u']inu- lama
A hart sepok anggal diterbitkan, :

Pasal 18

Crubernur atau pejabat sang ditenjuk. atas permohonan Waiib Pajuk atau
Penangeung Puapak setelah memenuhi persvaratan yane dhénluka‘n. dapat
memberikan persetujuan untub menganesor aau menunda pemban aran
pajak.dengan dikenakan bunga schesar 2390 sebu b, '

(1), lat cara pengajuan permohonan, persyanitan dan pembavaran angsuran
serta penundaan pembayaran pajak . ditetapkan wleh Bupat.

BAB V]
PENAGIHTAN

Bactn Ultama
sTPD

Pasal 19

(L), Bupat mencrbakan ST apabila
a. pajak dalam tahun berjalan tdak atan kurang bayar:
b dalam hastl penclivan SPTPEL terdapat kekurancan: pembayaran
sehagai akibat salah tbis o salah hitung:
. Wb Puak dikenakan sanksi administrast berapa bunea danfatau
cemdiy,

(2) Jumibah kekurangan pajah vune weratang dadam STPD sebacaimna
dimiabsud pada avat (1) hupa! a dan hurul b ditambah denean sanksi
admimistrasy berupat bungeis schesar 2% setiap bulan dalam jancka waku
paling uma ES bulon segak saal terutanenya pajak,

: (3). "Surt Retetapase Paph Daerah yvang Gdake atau kurang dibarar setelah
jatub tempo pembasaran. dikenahan sankst adninistrast berupa bunga

sehesar 2 sebubin, dan ditacih melalu NP,

Pasal 20

Penagilun Pajak dilikukan terhadep pojak v weratang dalam SKPD.
SKPDEB., SKPDKRBT. STPD. Sural Keputusan Pembewlan, Surat

Bovpuibtisan leberatan vty kepeiisan gy

=




) Ak !
(o) Penaenhan pajak sebiansuma dimabsad pada avat ¢ 1. dilakukan dengan o

terlebih dabulu memberikan surat wesran atau surat peringatan atau surat
Lrin NI ¢ unn

Surdl weanrmm atau sl pertneatan wau-sueat Ly vang u.;u'ﬁh wkur'inﬂ
Rurangnya memuat

o Do W .mh Patak. st nama Wigib Pajak dan I’uunnnunﬂ Pajak:
b hesarnyva utang pajak: .

. perintah untuk membasar

o saab polunasan ntane pagik.

Bavian Kedua
Penagihan Seketika dan Sekalisus

Pasal 21

Chr Penavihan pajak &Li—thi! chilabukan schetiba Jan schatligus tanpa menungeu
taneaal puuh lempo pembasaran sebagaimana dimaksad dalam Pasal 20 .
ayal ( 3) hurul b, apabily ; fift!
a. Wajib Pajak atau I’Lmnuﬂum_ i*‘-u;:mk akan meningealkan Indonesia -

untuk selama-lamanva, atau berniat untuk itu: |
b, Wanb Pajak awaue Penangeung  Pajak memindahtangankan  barang
vang  dimiliki ato dikeasai dalam raneka mﬂnLhLmlkan atau
mengecilkan hesiatan perusahuan, atau pc:ht.r}aan vane dilakukan di

il -
n

Indonesia; il =

¢ lerdapat tinta-tanda balwa Wajib Pagak wau Penangeung Pajak bits
ahan membubarkan badan osahanya, atan mengeabunghan usahanya. it

atau memckarkan usahanva, atay nwmmd‘:hhmHankan perusahaan it

are dimihiki atau Lillxtl-.tkdil'i'&.l, atau melakukan perubahan bentuk I| i
Fainnva: (Hl"

¢ Baddan usabia akan dibubarkan oleh Nt_‘p;u-'u.r' Pemerintah: il

¢. lerjadi penyitaan atas barang Wagib Pajak atau Penanceung Pajak | i

oleh prhah ketiga, atan terdapat tnda-tunda Kepailitan, e

: i
(2). SuratPenagihan Sehetihi dan Sehaligus. sehurang-Rurangma memuat ; [ Lt
a. nama Wajib Pajak. atan nama Wajib Pajak dan Pen nangeune Pajak: i8]l
b, besarova utange pajak; L1
¢. permtal untuk membavac: dan B

i saat pelunasan pagik.

(31 Surat Perimtah Penagihan Schetiba dan Schalivos diterbitkan setelah
pencrbhitan Surat Paksa

+.

—— -
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(F)

(2.

(11

i

{3,

Pelahsanaan pemgiian schetiha dan schalivus, dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangean v s berlaku,

Bagian Ketiga
St Prlsa

Pasal 22

l"'.ljdk yvimge leratane bherdosarkan SKPD. Hhi*I]i\H \hI‘IJI\IH STPD.
Surat lwr-mmm F‘Lmhu.mfm. Sural Keputtisan Keberatan, dan Pmman

Banding vang tidak  atau hurang  dibavar  oleh ".hu:l Pajuk  pada

Wi il-.lunm :l 1 {lll.wli“r a.luw;m Hur:ﬂ Paksa,

Hur.tl Paka sehagaimana dimaksud padi ayat (Dyditerbitkan. apabila

i "-.hulh Pajak  atau Penimeeuns Pajak tdak melunasi utang dan

Kepadanya teluh diin.rhukun Surat Teguran atau Surat P;;ri-‘ﬂ“’ﬂdn atau
surat fain yang HL]E.!'IIh-.-

bh. Terhadap W ‘||1h Yajak atau I’L.r's;lsiuualrv- Pajak telah dilakukan
penagiban seketiha dan sekaligus:

¢. Wapth Pajak dtan Penangeune Pajak Udak memenuhi Ketentuan
sehagaimana tercanium dalam keputusan persctujuan angsuran atau
penundin pembay aran pajak.

asal 23

Surat Paksa diberitahukan oleh Jura Sita Pajak dengan pernvataan dan
penyerahan Salinan Surat Paksa. kepada W ajib Pajak atay Penangeung
a)ak.

Pemberitahiuvan Surat Paksa sehs u;umum dmmkami pada avar (1)
dituanghan dalam Berita Acara, yany ‘st.[\lih'lﬂL-Llll”lﬂ'”ﬂ"..1 memual

hari dan wanggal pemberitahuan Surat Paksa:

nama Juru Siti 4 171 0

NN N menerin; _

. tempat pemberitahuan Sura Paksa.

Eooin i

surat Paksa terhadap oring ‘-*nl*uti!a diberitahukan olch Juru Sita Pajak

kepada ‘

T, ] ﬂqsh Pajuk atau Penanggang Pajak ditempat tinggal tempat usaha
atau di l'cmr.-;al latn yvang memunckinkan:

h. Orang [ewasa ving huﬂum;m: tingeal bersama ataupun vang bekerja
;Im:n}p it usitha Penangeung Pajuk. apabila Penangeuny F‘ﬁidln. vang.
hérsanchutan tidak diapi ehipumpii;

T

___- T e e =
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CSalah searang ahti Waris atau pelaksina wasiag aau vang meneurus
harta remingaalannya, apabily Waiib Pujak teluh meningeal dunija
dan harta warisan belum dibayi,

k. P ahli waris. apabila W;t_ji!'r Pajak el
warisan telah dibaoi:

ah meningeal dunia dan harta

() Surat Pakay erhacap hadan diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada « ;
it Pengurus, kepala persakilan, kepala cabang. penangeuny jawab.
pemiiik modal, Baik ditempat hedudukan badan vahg bersangkutan,
- ditemipat tinggal mercka. maupun ditempat lain Yang memun sKinkan;
h. ar

peganal (etap di tempa kedudukan
bersanahutan, apabtla Jury Sia Pajak tidak dapat me
seorang sehavaimiang dimak sud pada hurul a:

njumpai salah

Aau tempat usaha badan vang

(30 Dadaor gl Wapib Pujak dimyvatakan Pt Surat Paksa diberitahukan
hepada Kurator, 1 lakim Penpawas atan Balai Harta Peningealan. dan
dalam hal Wajib Pajak dinvatakan bubar dt dalumy Hkuidasi. Surat
Paksa  diberitahukan hepada orang ataw badan vang dibebani untuk

melahukan pemberesan. st ik widater: |

(0). ke hal Wajih Pajak menunjuk seoring. Kuasa dengan surat Kuasa
Khusus untuk menjalankan hak dan Kewajiban perpajukan, Surat Paksa
dapat diberiahukan Kepada penerima Kuasa dimaksud;

(7). Apabils pemberitahuan Surat Paksa sehagaiman: dimaksud dalam avat

(3) dan v 04y tidak clapat '.{iil';izk.snn_s'ik;m. Surat Paksa disampaikan
melal Hemerintah !'?r:;u:r;ﬂl';cctumpm:

() Dalamy hald "‘-'x:'.'ij'ih Pajak cnau l'}l..'l'l-ill"l}__'gl”'l_{;l-.-f'}ﬂi:ﬂk tidak diketahui lempat
tnggalnvi, lempat usaha, atau tempat Kedudukannva, penvampaian Surat
Paksa denean cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman
Kantor -I":.:g};{h;n yang menerbitkannya. mengumumian melalui media
masa. atau cara lain vang ditetapkan dengan keputusan Bupati:

(9. Dalam hal Sursa Paksa harus drlaksanakan di luar wilivah kerja Pejabat,
Pejubat dimaksud  memint bantuan  kepada Pejabat  yvang wilavah
Kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, keeuali ditetapkan
lain aleh Bupati, |

CH. Pejabat sang dimine

bantuan sehagaimana  dimaksud pada avat (9).
wajth membanta dan memberitahukan tindakan vang telah di
Kepada Pejabat yang meminta bantuan:

laksanakan

(HD). Dalam hai Wajib Pajak atau Penangeung Pajak atay pihak-pihak vang
cimaksud dalam aval {(3) dan aval (4) menolak untuk mengrima Surat
Paksa, hu Sitn Pajak meningealkan Surat  Paksa dimaksud




dan mencatatannya dalam Berita Acara bahwa Penanggune Pajak tidak
man  menerima Surt Paksa, dan Surt Paksa diangeap  telah
diberitthukan:

Pengapuan heberatan aleh Waph Pagah atan Pennggune Pajak tidak
mengakibatkan penundaan pelaksanaan Sural Paksa,

Pasal 24
Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat difanjutkan dencan penvitaan
sehelum lewat 2 kali 24 jam seteluh Surat Paksa  diberitahukan

sebavaimana dimaksud dalam Pasal 21:

Pefaksanaan  penagihan pajak dengan Surat Paksa. dilakukan sesuai
denean peraturan perundane-undangan vang berlaku.

Bagian Keempat
Penyitaan

Pasal 25
Apabila vang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pejabat
menerbitkan Surat Perintiah Melaksanakan Penvitaan:

Penvitaun dilaksanakan aleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh
sekurang-kuranenva 2 orane vane telah dewasa. penduduk Indonesia.
dikenal oleh Juru Sita Pajak. dan dapat dipercaya:

Setiap pelaksangan penyitaan, Jura Sita Pajak membuat Berita Acara
Pelaksanaan Sita vang ditandatangani olch Juru Sita Pajak. Wajib Pajak
atiy Penangeune Pajak dan saksi-saksi.

Pasal 26

Penvitdan  dilaksanakan terhadap  barang mibix W ajib Pajak atau

|"L‘11‘Ei.l‘lggl.lli‘|¢:’. Pajak vang berada di tempat tinggal. tempat usaha. tempat

kedudukan. atau ditempat lain  termasuk yang penguasanya berada di

tangan pikak lain atan vang dijaminkan schagal pelunas utang terenty

vang dapat berupa @ |

. barang bergerak wermasuk mobil, perhigsan. vang tunai. dan deposito
berjangka. bungan. saldo rekening Koran, giro. atau bentuk lainnya
vang dipersamakan dengan itu, obligasi sahdm. atau surat berharga
lainnva. piutang. dan penyertaan modal pada perusahaan lain:




b, .§;1|"ung lidak bergerak termasuk tanah. bungunan. dan kapal dengan
isi Kotor tertent: |

Penvitaun terhadap Wajib Pajak atau Penanggune Pajuk Badan dapat

dilaksanakan terhadap barang perusahaan, pengurus. kepala perwakilan.

kepala cabang. penanggung jawab, pemilik modal. baik ditempat
redudukan yang bersangkutan. di tempat tinggal mercka maupun di
tempat lain:

Penyitaan schagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan sampai
dengan burang yang disita diperkirakn cukup olch Juru Sita Pajak untuk
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak:

Pengajuan Reberatan tidak mengakibatkan  penundaan pelaksanaan
penvitaan,

a2

Penyitam tambahan dapat dilaksanakan apabila -

nilan barang yvang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 nilainva
tidak cukup untuk melunasi biava penagihan pajuk dan wtang pajak:

hasil lelane bavang vane disita tdak cukup untuk melunasi biava biava
penagihan pajak dam utang pajak.

Bagian Kelima
Pelelagan

Yasal 28

Apabila utang pajak danfatau biayva penagihan pajuk Gdak dilunasi
setelah  dilaksanakan  penyitaan.  Pejabat  berwenang  melaksanakan
penjuakian secara telang terhadap barang vane disita melalui Kantor
Lelang:

iy
-

Barang vang disita berupa wang tunal. deéposito berjangka., tabungan.
saldo rekening Koran. gire atau bentuk lainnva vang dipersamakan
dengan itu. obligasi. ssham. atau sural berbarsa lainnva. piutang, dan
penyertaan modal pada perusahaan lain. dikecualikan dari penjualan
secara lelang sehagaimana dimaksud pada avat (1):

Barang vang disita schagaimana di maksud pada ayar (2). digunakan

untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara ;

a. uange tunar disctor ke Kas Daerah atas Bank atau tempat lain yang
ditumjuk:




deposito  berjangha, twbungan. saldo rekening Noran, gire, alau
bentuk Lunnya yang dipersamakan dengan i, dipindah bukukan ke
rekening Kas Dacrah atuu Bank atau tempat lain vang ditunjuk atas
permimtaan Pejubut i-.l.'i'hid.l [3ank vang bersangkutan;

obligasi. suham. atau surat berharga lainya vang diperdagangkan di
bursa elek dijual di bursy efek atus permintaan Pejabat;

oblivasi, saham,  atu sural berharga  lainya  yang  tidak
diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;

pittang dibuatkan di berita acira persetujuan tentang pengalihan hak
menagih dari Wajib Pajok atau Penangeung Pajak kepada Pejabat;
penvertam modal pada pt:nmah.mn lain dibuatkan akte persetujuan
pengalihan hak menjual el Wagib Pajak atau Penangpung Pajak
kepada Pejabat,

T A
Penjualan secarn lelang terhadap barang sang  disita sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 aya (1) dileksanakan paling singkat 14 hari

setelah pengumuman lelang melalu media massa;

engumuman lebmg schagamana dimaksod dalam avat (1) dilaksanakan
pathing sinekat 15 hari <ctelah penvitm;

Pengumumin felang untuk barang herperak dilakukan 1 kali dan untuk
barang tdak bergerak dilakukan 2 kali:

Pengumuman  Iclang wrhodap  barang  dengan nilai paling  banyak
Rp.20.000.000.00 ( dua puluh jua ropiah 3 tidak harus diumumkan
melalui media massa,

asal 3

Letang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatun sang dinjukan oleh
Waph Pajak atau Penangpung Pajak belum  memperoleh keputusan
Keberitan:

Lelng tetap dapat difibesnahan opa dibadin Wajih Pajak dan atau
Penangoung Pajak:

Letung tidak dilaksanakan apabila Wagib Pajak atau Penanggung Pajak
telah mclunasi wang pajak dan biava penagihan pajak. atau berdasarkan
Keputusun pengadilin. atau putusan peneadifan pajak. atau objek lelang
marsnul




(1)

{43,

B

Baoiin keenam
Flak Mendahulu

Pasal Al

Diaerah mempunyai hak mendahole wnteke tagihan pajak atus barang-
harane Wajib Pajak dan Penangeung Pajak:

Ketentuan hak  mendahule sebhagaimana dimaksad dalam ayat (1.
neliputi pokok pajak. sanksi administrasi ‘berupa Kenaikan, bunga.
denda, dan hiava penagihan pajaks

Pk mendabuln wmok eilim pajak melebibi seeaky hak mendahuiu

faininy . kKecualt '

a. biava perkara vang semati-mata dischabkan suatu penghukuman
untuk miclelane  suatu barang  bergerak  dan atau harang  tdak
heraerak:

. biava vang dikeluarkan untuk mens clamathan barany dimaksud:

¢.  biava perkara, yang semata-mata dischabkan pelelangan:

d. hak kiinovang ditctaphan oleh Bupat.

Hak miendahuly ita hiline setelah impau wakiu 2 tahun sojak tanggal

diterbitkan SKPD. SKPDRB. SKPDRBI. STPD. dan surat keputusan

Pembetulan,  Sural  Keputusan Keberatan,  Putusan Banding. vang

menvehabkan jumlah pajak vang harus dibavar bertambah. kecuali

apabila dalam jangka wakw 2 tahun tersebut, Surat Paksa untuk
pembavaran itu diberiahuban secard resmi. atau dibernikan penundaan
pembayaran.

Dalun hal Suet Paksa entok membavar diberitahukan secara resmi.

jangha waktu 2 tahun wehagaimiana dimaksud pada aat (). dihitung

sefak taneeal pemberitahuan sural naksa. atau dalam hal diberikan

-
Mg

penundaan pembayaran. jangka waktu 2 tahun tersebut ditambah dengan

janeka waktu penundaan pembayaran.

BAB VT
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

ek witus melabukan penagihun pajak kedalunarsa setelah melampui
jangka waktu 3 tabun derhiung selak saat lerutangnya pajak. kecuah

apabila Wajib Pajuk melakukan indak pidana di bidang perpajakan
[Daerah:
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Kedaluwarsa penagiban pajak sehacaimuny dimaksud pada avat (1),

rertangeuly apabila ;

1. diterbitkan Surat Peguran dan Sarat Paksa;

b. ada penvakuan utang pajak dari Wajib Pajak. baik langsung maupun
tidak langsung.,

BAB Vi
KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN

Bavian Pertama
Keheratan

Pasal 33

Wajib Pajak dapat mengajukan heberan hanya Kepada Bupati atau
pejabiat vang ditunjuk atas suatu
L e

h. SKPDKI:

c. SKPDKDBI:

Jd. SKPDLI:

I B o

L Pematonean atag penmzutan oleh prliak ketiva  berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keheritan dJisjukan seeuara tertulis datam bahase Indonesia dengan
disertal atasan- alasan vang jelass

Dalam hal Wajib Pajak miengajukan keberatan atas ketetapan pajak
secard pabatan, Waph Pajak haras dapat membuktikan ketnidakbenaran

ketetapan pajak ersebul:

Keberatan harts diajukan dalam jungka waktu paling lama 3 bulan sejak

tangeal diterimanya sural ketetapan majak sehagaimana dimaksud pada |

v (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenchi karena keadaan diluar kekuasaannya

oebermar sane tdak memenuhi persyaratan sehagaimana  dimaksud
pada ayvatl t”“h 3y dan (1), tidak diangeap sebagal pengajuan keberatan.
sehinegn Sdak dipertimbangRan:

I‘uu_aul.:rt keberatan Tidak menundd hewajihan membarar pajak dan
pelaksanaan  penagihan pajak sequni  denvan peraturan perundang-

pmdamesan vane herliki



(1)

(3).

().

(1).

Pasal 34

bulan scjak tangeal Surat Keberatan  diterima. harus memberikan
keputusan aitas keberatan yang dinjukan:

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jungka wak paling lama 12

heputusan atas keberatan sebhagaimana dimaksud pada wyat (1), dapat
berupa menerima seluruhnya atau schacian, menolak. atau menambah
besarnya pajak vang terutang:

Apabila jangka waktu scbagaimana dimuksud pada avat (1) telah lewat
dan atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suaty keputusan., maka
keberatan yang diajukan tersebut diangeap dikubulkan:

Keputusan  keberatan Gdak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk
mengajukan peemohonan mengangsur pembayaran.

Bagian Kedua
Banding

rasal 35

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanva kepada
Penpadilan  Pujuk,  terhadap kepulusan  mengenai  keberalan  yang
ditctapkan oleh atau pejabat yang ditunjuk:

Permohonan scbagaimana dimaksud  pada ayat (1). diajukan sccara
tertulis dalam bahasa Indoncsia. dengan alasan yang jelas dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima.
dengan dilampiri salinan duri surat keputusan tersebut:

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar
pajuk dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pusal 36

Verhadap satu keputusan keberatan, diajukan sate sirat banding:
Terhadap bunding dapat digjukan sural pernyataan pencabutan kepada
Pengadilan Pajak:

Banding yang dicabut schagaimana dimaksud pada avat (2). dihapus dari
daftar sengketa dengan ¢ '
4. penetapan Ketua dalam hal surat pernvataan pencabutan diaiukan

sehelum sidang dilaksanakan:

-.l—-—q—-.-I.!.id—.--.;- =



(4).

b, putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalut pemeriksaan dalam
hal surat pernyataan pencabutan  diajukan  dalam  sidang  atas
persetujuan terbanding,

Banding yang telah dicabut melalui penctapan atau putusan sehagaimana
dimaksud dalam avat (3) bidak dapat diajukan kembali.

Pasal 37

Selain dari pernyataan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 535, dalam hal
banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang (erutang. banding
hanyva dapat diajukan apabila jumlah pajak vang terutang dimaksud telah
dibavar sebesar 50% (lima puluh persen).

(b

(7]
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Pasal 38

Banding dinjukan sendiri olch Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. ahl
warisnya seorang pengurus. atau kuasa hukumnyas

Apabila sclama proses banding. pu'lmlum banding meningeal dunia.
banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, Kuasa hukum dari ahh
warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon banding paihit:

Apabila  selama  proses  banding  pumohon banding melakukan
penguabungan. peleburan. pemecahan atau pemckaran usaha. atau
likuidasi. permohonan dimaksud dapat dilanjutkan olch pihak yang
menerima pertanggungjawaban - Karena penggabungan.  peleburan.
pemecahian atau pemekaran usaha. atau karena likuidasi dimaksud.

Bagian Ketiga
Gugatan

Pasal 39

Gueatan  dinjukan secara tertulis  dalum bahasa  Indonesia kepada
Pengadilan Pajak

Jangha  waktu untuk  mengajukan - gugatan terhadap  pelaksanaan
pein: wth i pajuk adulah 14 (empat belas) hari sejak tangeal pelaksanaan
;mm;lh.nL

Jangka waktu schagaimana dimaksud pada avat (2) udak mengikat
apabili jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasan penggugat:

-
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(4).

().

Perpanjangan jangka waktu schagaimana dimaksud pada avat (3) adalah
4 tempat belas) hari terhitung sejak berakbirnya keadaan  diluar
kekuasaan pengeugal;

Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau | (satu) Keputusan
diajukan I(satu) Surat Gugatan.

Pasal 40

Sanggahan pihak Ketiea terhadap kepemibikan barang vang disita. hanya
dapat digukan kepada Pengadilan Negeri:

Pengadilan Newgeri vang  menerima surat sangeahan schagaimana
dimaksud pada avat ( 1). memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat:

Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagthan pajak hanva terhadap
barang vane disanggah kepemilikannya sejak mencrima pemberitahuan
schagaimana dimaksud dalam avat (2):

Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, tidak

dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

(1).

().

(4).

Pasal 41

Atas kelebihan pembayaran pajuk berdasarkan perhitungan dari Wapb
Pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Bupati:

Permohonan schazaimana dimaksud pada ayat (1), dimyatakan sccard
tertulis dan ditandatangani. dengan sekurang-kurangnya memuat :

a. bukti S¢toran pajak:

b. bukti SPTPD:

¢, dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak!

d. perhitungan pembavaran pajak menurut Wajih Pajak.

Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terlchih dahutu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk
menactahui kehenaran atas permohonan tersebut:

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran pajak scbagaimana dimiksud pada
avat (1) harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam
j:lng_:ku waktu paling lama | bulan:

—
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(7).

(<),

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimuaksud pada avat (4) telah
dilampani  dan  tidak memberikan  suatu  keputusan, - permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak diangeap dikabulkan, dan
SKIPDLB harus diterbitkan dalam jangka wakw paling lama 1 bulan:

Apabifa Wajib Pajak mempunyai ulang pajak yang sama atau utang
pajak. Dacrah  lainnya, kelebihan pembayaran  pajak. langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pagk tersebut;

Pengembalian kelebhihan pembayaran nujak sebagaimana dimaksud pada
ayat (6). dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan scjak
diterbitkannya SKPDILB:

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 bulan, memberikan imbalun bunga scbesar 2%
cehulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajax.

rasal 42

Atas  kelebilin  pembayiwan  pajak berdasarkan  surat  Keputusan
keberatan, dan putusan  banding. Wajib  Pajak  dapat mengzajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati:

Terhadap kelebihan pembayaran pajuk sehagaimana dimaksud pada ayal
(1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak:

Berdasarkan  permohonan pengembalian sebagaimana dimuksud pada
aval (1) atau berdasarkan Reputusan keberatan atau berdasarkan salinan
putusan banding dari Pengadilan Pajak. Bupati menerbitkan SKPDLB
dengan ditambalh imbalan bunga schesar 2% scbulan untuk jangka waktu
paling lama 24 bulan yang dihitung secjak bulan perlunasan yang
menyebabkan  terdapatnya kelebihan  pembayaran.  swmpal  dengan
diterbitkannya SKPDLB.

kelehihan pembayiran pajiak schagaimana dimaksud pada avat (1), dapat
dikompensasikan  dengan jenis pajak yang sama. atad langsung

diperhitungkan untuk melunasi utang pajak Daerah fainnya.

Pasal 43

Tata cara pengembalian kelebrhan pembayvaran pajak berikut imbalan bunga
cohacaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42, ditetapkan oleh Bupat.
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BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN RETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Wi

iy

Pasal 44

Bupati karena jubatan ataw atas permohonan Wajith  Pajak, dapat
membetufkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat Kesalahan wlis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah:

Bupati dapat

a4 mengurangkan atag menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
dendu. dan  kenaikan  pajak  yang  terutang menurul  peraturan
nerundang-undangan perpajakan Daerah. dalam hal sanksi terscbut
dikenakan  karena kekhidalfin Wajpib Pajpk ataw bukan  karena
hesalahanny a:

b, menvurinekan atau membatalkun ketetapan pajak yvang tidak benar.

Tata cura pengurangan  atan penghupusan sunksi administrast  dan
peneurangan atiy pembatalin ketetapan pajak sebavaimanya dimaksud
pada wvat (21 ditetaphan aleh Bupat

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

[Pasal 45

Wajib  Pajak dengan peredaran pendapatan bruto  lebih dari Rp
300.000.000.00  (tiga ralus  juta  rupiah) dalam | tahun, wajib
menyelenggarakan pembukuan vang dapat menyajikan RKeterangan yang
cukup untuk menghitung harga perolehan, atau harea penggantian yang
digunakan sebagn dasar penehitungan pajaks

Wajib Pagak dengan peredaran pendapatan bruto sampai dengan Rp
300.000.000.00 (tiga ralus juta rupiah) dalam jangka waktu | taliun,
dupat dibebaskan  dari kewajiban  pembukuan,  akan  tetapi  tetap
diwajibkan me yelenggarakan pencatatan nilai pendapatan bruto: secara
teratir vang menjadi dasar untuk penghitungan pajak;

Dikecualikan dar kewajiban pembukuun dan pencatatan sebagaimana
dimaksad pada avat (1) dan (2). adalah Wi Pajak

a0 Pajak Kendaruan Bermaotor dan Remndiaraan di Atas Aar g

b Bea Badik Nama Kendiraan Bermotor dan Kendaruan di Atas Alr;

¢, Pagak Reklame;




(1)

(1.

(2}

do Pajak Penerangan Jalan;
¢, Pajuk Pengambilan dan Penumfastan Aic Bawah Tanah dan Air
Permukaan;

L. Jenis pajak luin vang di tetapkan oleh Bupati.
Pasal 46

Bupati atau pejubat vang ditunjuk berwenang . melakukan pemeriksaan
untuk mengujt Kepatuhan pemenuban kewajiban perpajakan Daerah
dalam rangka melaksanakan peraturan perundang — undangan perpajakan
Daerah,

Wajth Pajak vang di periksa wajib

a. memperhihatkan danfatau meminjanikan buku atau catatan | dokumen
vang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek pujak yang terutang ;

b, memberikan kesempatan untuk memasuki tlempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan:

memberikan keterangan vang diperlukan.

£

Apabila dabam mengungkapkan pembukaan . pencatatan alaun dokumen
serta keleranpan yvane diminta Wapb Pajak werikat oleh suatu kewajiban
uniuk  merthasiakan, maka kowapban  untuk  merabasiakan, maka
kewajiban untuk merahusiakan iu ditiadakan oleh permintaan untuk
keperluan pemeriksaan sehagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

Pemeriksaan sebpeammana dimaksud dalam Pasal 46 dalam bentuk
a.  pemertksaan lengkap:
b, pemeriksaan sederhana.

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
dilakukan di wempat domisili atau di lokast usaha Wapb Pajak, meliputi
seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak
schelumnya yang dilakukan dengan mencrapkan  teknis pemeriksaan
vang pada umumnya fazim dicunakan dalam pemeriksain:

Pemeriksaan  sederhana schagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf b

dapat dilakukan ;

a.  di lapangan, meliputi scluraly jenis pajak untuk tahun pajak berjalan
atau tahun-tabun pajak  schelumnya dengan mencrapkan  teknik
pemeriksaan dengan bobot yang sederhana;

I, di kanter, meiiputi jenis pajak tertenty untuk tahun pajak berjalan
dengan  menerapkan  teknik  pemeriksaan  dengan bobot  vang
sederhani;



(1)

(4).

Pasal 48

Pemeriksaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dengan
berpedoman pada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap
pemeriksa. pemeriksaan, dan Wajib Pajak:

lasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada avat (1), dituangkan
Ledalam laporan pemeriksaan:

Terhadap temuan dalam pemeriksaan vang tidak atau tidak selurubnya
disctujui olch Wajib Pajak atau Wajib Pajuk dan Penanggung Pajak.
dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan:

Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaun scbagaimana dunaksud pada
ayat (3). dibuatkan berita acara yang ditandatangani olch petugas
pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat
diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau
STPD.

rasal 49

Norma pemeriksaan. pedoman laporan pemeriksaan, dan tata cara pe meriksaan
untuk setiap jenis pajak ditctapkan oleh Bupatr.

(1)

2)

- J

(1)
(2).

[Pasal 50

Bupati atau pejubat yang ditunjuk. dapat melakukan penyegelan tempal

alau ruangan terientu, apabila

4. Wajib Pajak tiduk memenuhi kewajiban schacaimana  dimaksud
dalam Pasal 46 avat (2).

b, Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan. pencatatan atau dokumen
lain vang palsu atau di palsukan.

Tata cara penyegelan dalam rangka pemeriksaan ditetapkan oleh Bupat

BADB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 51

Piutang pajak vang sudah kadaluarsa dapat dilakukan penghapusan: |
Penghapusan piutang  pajak sebacaimana dimaksud pada avat (1),

dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang

pajak dari Kepala Dinas Pendapatan [Daerah.



(3).

(<41,

(1}

(2)

(4).

Permohonan penghapusan pratang. Pajak schagaimana dimaksud pada
avat (2), sekurang-kurangnya memuat

a. nama dan alamat Wapb Pajak atau Penangeung Pajak:

b. jumlah piutang pajak:

¢. tahun pajak:

d. jenis pajak.

Berdasarkan  permobonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bupati dapat menctapkan penghapusan piutang pajak sampai
dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan untuk
penghapusan piutang pajak diatas Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar
ruptah) ditetapkan oleh Bupati setelah pendapatan persctujuan Dewan.

Pasal 32

Terhadap piutang pajak yung tidak dapat ditagih lagt akan tetapi belum
kadaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak vang akan
dihapus;

Piutang pajak vang tidak dapat ditagih lagi scbagaimana dimaksud ayat

(1), adalah :

a. Wajib  Pajak  meninggal dunin don udak  meninggalkan  harta
kekayaan/  warisan  yang dibuktikan dengan Surat  Keterangan
Kematian dari [urah dan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas
Pendapatan Daerah.

b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, vang dibuktikan

berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas Pendapatan

Dacrah yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar

tidak mempunyai harta kekayaan lagt.

Wajib Pajak yang dinvatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan,

dan duri hasil penjualan hartanya tiduk mencukupi untuk melunasi

utang pajaknya.

d. Wajib Pajak vang tidak ditemukan.

i

Terhadap pivtang pajak yang dicadanghan  schagal piutang pajar yang
akan dihapuskan sehapaimana dimaksud pada ayat (1). tidak dilakukan
lagi tindakan penagihan:

Tata cara penghapusan piutang pajak scbagaimana dimaksud dalam pasal
51 di tetapkanr oleh Bupati.



BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

(2).

Pasal 53

Atas permohonan Wajib Pajak. Bupati dapat memberikan pengurangan
pajak setinggi-tingginya 50% dan pokok pajak:

Permohonan pengurangan pajak schagaimana dimaksud pada avat (1)
disampaikan sccara tertulis sekurang-kurangnya memuat :

4. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak vang dimohon;

¢. alasan yang mendasari diajukanya permohonan pengurangan pajak.

Pasal 54

Bupati karcna jabatannya dapat memberikan  keringanan  setinggi-
tingpinya 50% dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak:

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.

Pasal 35

Bupati karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada
Wajib atau terhadap objek Pajak tertentu, berdasarkan azas keadilan dan
azas timbal balik ( reciprocotas);

Pemberian pembebasian pajak schagai mana dimaksud pada ayat (1),
dapat diberikan scbagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

Pasal 56

Persayaratan dan tata cara pemberian pangurangan, keringanan, dan
pembebasan pajak, di tetapkan oleh Bupati.

Pasal-57

Bentuk  dan  isi SPOFD. NPWPD. SPTPD, SKDP. SKPDKB,
SKPDKRBT, SKPDLB. SKPDN, Surat Keputusan Kkceberatan, Surat
Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan
pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administarsi, Sural Keputusan
Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, STPD, S5PD. Surat
Teguran atau Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah  Untuk
Melaksanakan Permintaan-dan Surat Permohonan Pelelangan, ditctapkan
oleh Bupati. '



(5).

(6).

BAL X1V
KETENTUAN KHIUSUS

Pasal S§

setiap pejabat difarang memberitabukan kepada piliak fain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka jabatan  atau  pekerjuannya.  untuk  menjalankan peraturan
perundang-undangan perpajakan Dacrah:
Larangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk olch Bupat untuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan Dacrah;
Dikecualikan dari ketentuan sebagat mana dimaksud pada avat (1) dan
aval (2). adalah :
a. Pejabat dan tenaga ahli vang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan:
b. Pejabat dan tenaga ahl yang memberikan keterangan kepada pihak
lain vang di tetapkan oleh Bupati.
Untuk kepentingan Dacrah, Bupati berwenang memberi izin tertulis
kepada pejabat dan tenaga ahli sebagal mana dimaksud pada avat (1),
dan tenaga-tenaga ahli schagai mana dimaksud pada avat (2). supaya
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang
Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuknya;
Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam pekerjaan pidena
alau perdata atas permintaan hakim scsuai dengan Hukum Acara Pidana
dan HMukum Acara Perdata, Bupati dapat membert izin tertulis untuk
meminta kepada pejabat sebagar mana dimaksud pada ayat (1) dan
sclanjutnya scbagai mana dimaksud pada ayat (2). bukt tertulis dan
keterangan wajib pajak yang ada padanya:
Permintaan hakim scbagaimana dimaksud pada ayat (5). harus
menvebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-Keterangan
yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata vang
bersangkutan, dengan keterangan yang diminta terscbut.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Wajib Pajuk yang karena kealpaannya | tidak menyampaikan  SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tdak lengkap atau melampirkan
keterangan yane tidak benar schingga merugikan keuangan Daerah.
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama | tahun danfatau
denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang:



{27,

(1)

Wajib Pajuk yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau  tidak lengkap atau melampirkan
Leterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah.
dapat dipidana dengan pidana penjara paling tama 2 tahun dan/atau
denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.

PPasal 61

Tindak pidana di biduang perpajakan  Dacrah tiduk  dituntut setelah
melampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangny pajak atau
berakhirnyva  Masa  Pajak  atau  berakhirnya Tahun  Pajak  yang
hersangkutan,

Pasal 61

Pajak vang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan
hal sehagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) dan ayat (2): dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak
Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Fejabat yang dengan sengaja  tidak memenuhl  kewajibannya  atau
sescorany yang menycbabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat
sehagaimana dimaksud pasal 58 ayat (1) dan (2). dipidana dengan pidana
kurungan paling lama | lahun  atay denda paling banyvak Rp.

5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Penuntutan terhadap tindak pidana scbagaimana dimaksud pada avat (1)
dan (2). hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
ditanggar.

Besarnya denda maksimum scbagaimand dimaksud pada ayat (1) dan (2).
dapat ditinjuu kembali sesual dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku:

Besarnya denda maksimum schagaimana dikansud pada avat (1) dan (2),
dan pasal 59, merupakan pnenerimaan Negard.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 62

Pejabai Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
di heri wewenane khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
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Wewenang Penyidik schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

.

t.

.

1=

li.

menerima, niencari, mengumpulkan. dan menelit kelerangan atau
laporan  berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap
dan jclas,

meneliti. mencari, dan mengumpulkan Keterangan mengendi orang
pribadi atau badan wentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan tindakan pidana perpajakan Daerah:

. _meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan.

schubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan. dan dokumen-dokumen lain
berkenaan denean tindak pidana dibidang perpajakan Dacrah;
melakukan penggeledahan  untuk  mendapatkan  bahan  bukt
pembukuan. pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

meminta bantuan  tenapa  ahli dalam rangka peiaksansan logas
penyidikan tindak piduna dibidang perpajukan Dacrah:

menyuruh berhenti  danfatau  melarang  sescorang memngpalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung. dan
memeriksa  identitas  orang  danfatau  dokumen  yang dibawa
scbagaimana dimaksud pada huruf ¢

memotrel sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
Dacrah:

memangpeil orang untuk  didengar  kelerangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau suksi:

menghentikan penyidikan,

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daecrah menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik  schagaimana  dimaksud  pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntul Umum melalaui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia. sesuai dengan kelentuan yang diatur dalam Uindang-undang
P lukum Acuara Pidana.



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a Ketentuan Formal sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan Daerah
mengenai pemungutan Pajak Daerah dinyatakan berlaku sepanjang telah diatur
dalam Peraturan Daerah ini;

b. Ketentuan material sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan Daerah
tentang Pemungutan Pajak Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan
Daerah inl.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc W

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30 - 13 - 2005

SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2005

PEMERINTAR K ABUPATEN LEBONS

BAGIAN HUKUM , BRCANSAS
DAN
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(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. Ketentuan Formal sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan Daerah
mengenai pemungutan Pajak Daerah dinyatakan berlaku sepanjang telah diatur
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